PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 383 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BESARAN SUBSIDI YANG DISALURKAN UNTUK HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING MENGGUNAKAN
BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

DI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak
Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kota
Banjarmasin, terkait besaran subsidi yang disalurkan untuk
harga kebutuhan pokok dan barang penting ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota;

L

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja mejadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6858,;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6858);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6858);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021
tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 870);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tent.?ng Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63); ’

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2022 Nomor 7);

18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 23);

19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 103);

20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak
Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Di Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023
Nomor 26);

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Nomor DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.08.0000/001/
2023 Tangga 2 Januari 2023 Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Banjarmasin Kegiatan Pengendalian
Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota sub kegiatan
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang
Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota Tahun

Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Besaran Subsidi Yang Disalurkan Untuk Harga Barang
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Menggunakan Bc?lanja
Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inﬂg.si Daerah Di Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 seb.aga1mana.. tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Wali Kota ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wa!h
Ko%a ini gibej’:)angkan pada Anggaran Pendapatan dan Bel?.nja
Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2923 (DPA ]?mas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin) Cq. Kegla;an
Pengendalian Harga dan Stok Barang kebuuhan pokok dan



KETIGA

KEEMPAT

Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2023.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini
mulai dilaksanakan sejak tanggal 15 Mei 2023.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 yei 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

4

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 383 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SUBSIDI YANG DISALURKAN
UNTUK HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING MENGGUNAKAN BELANJA
TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH DI KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2023

BESARAN SUBSIDI YANG DISALURKAN UNTUK HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING MENGGUNAKAN
BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO. JENIS KOMODITI VOLUME SUBSIDI
1. Minyak Goreng Kemasan 2 Liter Rp 13.000,00
2. Gula Pasir Kemasan 2 Kilogram Rp 12.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

_”ﬂ‘

IBNU SINA



